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Retribusi pasar merupakan suatu kekayaan daerah yang merupakan pendapatan asli daerah yang sah 
dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai. Pungutan retribusi pasar yang ditujukan merupakan 
suatu bentuk kewajiban bagi para pedagang pasar atas pemanfaatan fasilitas pasar berupa toko, los, kios, dan 
bedak. Fungsi dari retribusi pasar selain sebagai pungutan wajib atas pemanfaatan bangunan pasar namun 
juga sebagai pemeliharaan terhadap pengelolaan pasar atas kegiatan yang dilakukan. Disisi lain agar para 
pedagang memanfaatkan fasilitas secara optimal agar dapat menunjang Pendapatan Daerah. 
   Demi terciptanya ketertiban para pedagang juga sebagai bentuk dari jasa yang telah diberikan atas 
penggunaan fasilitas pasar yang diberikan dari pemerintah kepada pedagang, maka pemerintah menerbitkan 
peraturan daerah berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 
2013 tentang Pengelolaan Pasar Daerah mengatakan bahwa para pedagang wajib memenuhi kewajiban atas 
pembayaran sesuai tarif pelayanan pasar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut diperjelas kembali 
didalam Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha Unit Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro, dimana dijelaskan 
bahwa “setiap pemegang ijin berkewajiban memenuhi pembayaran pungutan pasar tepat pada waktunya 
berdasarkan ketentuan yang berlaku, walaupun tempat usaha itu tutup”. Aturan yang dibuat dimaksudkan 
agar para pedagang memanfaatkan fasilitas yang ada, sehingga dapat memaksimalkan guna pasar. Fakta 
empirisnya, banyak pedagang toko/bedak/kios/los yang tidak menetapkan aturan tersebut. Para pedagang 
menilai hal ini cukup merugikan dimana tidak ada pendapatan yang masuk namun pungutan tetap berjalan. 
   Tujuan penelitian selain untuk menganalisis kesadaran hukum pedagang berkaitan dengan retribusi pasar 
guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun juga untuk mengaalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris. 
Kesadaran hukum pedagang pasar berkaitan dengan pungutan retribusi pasar di Pasar Kota Kabupaten 
Bojonegoro guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tingkat yang dapat dikatakan cukup. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang yaitu faktor usia, pendidikan dan ekonomi/ 
pendapatan. Saran yang diberikan kepada pengelola pasar dan Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro 
hendaknya memberikan sosialisasi terkait pentingnya membayar retribusi pasar sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
Kata Kunci : Kesadaran Hukum Pedagang, Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Abstract 
Market levy a regional wealth is legitimate local revenues collected by the appropriate local regulations. 
Levy intended market is a form of obligation for market traders on the utilization of market facilities such as 
shops, stalls, kiosks, and talc. The function of the market retribution aside as compulsory levies on the 
utilization of market building but also as the maintenance of market management on the activities 
undertaken. On the other hand so that the traders optimally utilize the facilities in order to support the 
Regional Income. 
   Order for the creation of the traders as well as a form of service that has been given for the use of 
facilities provided from the government market to the trader, then the government issued local regulations 
based on Article 24 paragraph (1) letter c Bojonegoro Regency Regulation No. 9 Year 2013 on the 
Management of Regional Markets said that traders must fulfill obligations to the payment service market 
rates based on the applicable regulations. It was clarified in the Usage Permit Place of Business Unit 
Bojonegoro City Market, which explained that "any license holder is obliged to meet the market levy 
payments on time under the provisions in force, although the establishment was closed". Rules are made 
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meant that traders utilize existing facilities, so as to maximize the market order. The empirical facts, many 
traders shop / stand / stall / stalls do not set the rules. Traders rate it is quite detrimental to which there is no 
revenue coming in but the charges still running. 
   Research purposes in addition to analyzing the legal awareness with regard to levy market traders to 
support local revenue, but also to analyze the factors that affect it. The research method used by writer is 
empirical legal research. Legal awareness of market traders collect fees related to the market in Bojonegoro 
City Market to support local revenue at a level that can be said enough. Factors that influence the legal 
awareness of traders are factors of age, education and economic / revenue. The advice given to the market 
management and the Department of Commerce should provide socialization Bojonegoro related to the 
importance of the market to pay the levy in accordance with applicable regulations. 





Daerah otonom atau daerah menurut UU No 28 
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah telah dibuka saluran baru 
bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk 
mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam 
pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam 
menyeleggarakan otonomi daerah maka diperlukan 
pendapatan yang cukup.  
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
pengertian pendapatan daerah adalah semua hak daerah 
yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih 
dalam periode tahun yang bersangkutan. Pengertian 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No. 33 
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan adalah 
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Melalui pajak daerah, retribusi 
daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang 
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai. Berikut 
tabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro 
tahun 2013 hingga 2018: 
Tabel 1 
Tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 





REALISASI PAD % 
2013 204.465.047.818,00 215.766.157.633,20 105,53% 
2014 251.875.175.092,99 291.243.177.519,15 115,63% 
2015 291.326.995.402,99 337.695.825.016,93 115,92% 
2016 334.791.640.112,08 340.207.679.609,44 101,62% 
2017 437.700.601.245,36 448.188.580.391,29 102,40% 
2018 368.155.780.017,32 423.821.371.362,42 115,12% 
Sumber : BPKAD Bojonegoro, 2018 dan BPS 2016 
& 2018 
Presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat bahwa persentase 
tidak terlalu tinggi, tahun 2013 ke 2014 sebesar 23,18% 
pada tahun 2014 ke 2015 hanya mengalami kenaikan 
sebesar 15,66% kemudian ditahun 2015 ke 2016 naik 
sebesar 14,91% saja, lalu tahun 2016 ke 2017 meningkat 
sebesar 30,73% dan ditahun 2017 ke 2018 mengalami 
kenaikan sebesar 12,72%. Pendapatan ini ditujukan untuk 
pembangunan suatu daerah. Pembangunan suatu wilayah 
dikatakan berhasil dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan 
ekonominya. Salah satu yang dapat mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi adalah dengan pemanfaatan 
potensi daerah yaitu Pasar Tradisional. 
Pengembangan potensi daerah yaitu pasar 
tradisional dimana pungutan retribusi pasar dapat 
berkontribusi banyak terhadap pendapatan daerah. 
Mengingat perkembangan pasar tradisional sangat pesat, 
sehingga masyarakat Kabupaten Bojonegoro 
memanfaatkan fasilitas tersebut sebagai tempat 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Juga dalam 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari pasar tradisional dinilai 
sangat menguntungkan bagi pihak terkait khususnya 
pedagang toko, bedak, kios dan los.  
Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi 1120 
25’ - 1120 09’ Bujur Timur dan 6 0 59’ - 7 0 37’ Lintang 
Selatan. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten 
Bojonegoro memiliki batas-batas : Selatan Kabupaten 
Madiun, Nganjuk dan Ngawi, Timur Kabupaten 
Lamongan, utara Kabupaten Tuban, dan Barat Kabupaten 
Blora Propinsi Jawa Tengah. Terbagi menjadi 28 
Kecamatan dan 430 desa/kelurahan. 
Kabupaten Bojonegoro memiliki setidaknya 12 (dua 
belas) pasar tradisional yang saat ini dikelola oleh Dinas 
Perdagangan diantaranya pasar kota Bojonegoro, pasar 
Banjarjo, pasar Sroyo, pasar Kedungadem, pasar 
Sugihwaras, pasar Dander, pasar Kalitidu, pasar 
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Padangan, pasar Malo, pasar Kanor, pasar hewan 
Bojonegoro, dan pasar Sukorejo. Di wilayah Kabupaten 
Bojonegoro terdapat pasar tradisional yang memiliki 
pengaruh terhadap sektor perekonomian Kabupaten 
Bojonegoro yaitu Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro 
dimana pasar tradisional ini termasuk dalam pasar kelas I 
dengan pendapatan lebih dari Rp 250 juta pertahunnya. 
Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro merupakan pasar 
favorit masyarakat dimana lokasinya sangat strategis 
berada di jantung kabupaten yang dekat dengan 
Alun-alun Kabupaten Bojonegoro, tak hanya itu akses 
jalan menuju pasar juga sangat mudah, dapat ditempuh 
menggunakan mikrolet maupun kendaraan pribadi. 
Pasar merupakan penyedia langsung kebutuhan 
harian masyarakat yang melibatkan unsur pemerintah, 
swasta, dan masyarakat. Pada tahun 2018 Pasar Kota 
Kabupaten Bojonegoro memiliki jumlah pedagang 
sebanyak 208 toko dan kios, 960 bedak, 100 los dan 
banyak lagi jumlah lesehan yang tidak diketahui pasti 
jumlahnya. Tarif atau besarnya retribusi yang dipungut 
diantaranya sejumlah: toko Rp 5.200, bedak Rp 2.200, 
los Rp 2.200 dan lesehan Rp 2.000. Dilihat dari besarnya 
tarif retribusi pasar yang kenakan maka Kabupaten 
Bojonegoro seharusnya mempunyai potensi keuangan 
yang besar untuk menyumbang pendapatan asli daerah 
atau yang biasa disebut PAD.  
Penetapan tarif retribusi pasar ditetapkan oleh 
Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro sebagai 
bentuk dari jasa yang telah diberikan dan wajib bagi 
pedagang untuk menggunakan fasilitas dari daerah. 
Mengingat Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten 
Bojonegoro telah dibubarkan dengan adanya Peraturan 
Bupati No. 4 Tahun 2018 tentang Pembubaran 
Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro 
sehingga seluruh tanggung jawab atas pengelolaan PD 
Pasar terkait dengan operasional dan tata kelola keuangan 
PD Pasar dialihkan kepada Dinas Perdagangan 
Kabupaten Bojonegoro yang dimana tugas dan fungsinya 
juga merupakan pengelolaan pasar sesuai dengan pasal 
10-11 Peraturan Bupati Bojonegoro No. 69 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan 
Kabupaten Bojonegoro. 
Fungsi dari retribusi pasar selain sebagai pungutan 
wajib atas pemanfaatan bangunan pasar dan fasilitas yang 
digunakan, namun juga sebagai pemeliharaan terhadap 
pengelolaan pasar atas kegiatan yang dilakukan, sehingga 
perlunya pungutan retribusi pasar kepada wajib retribusi. 
Pengaturan mengenai ini ditujukan kepada pedagang 
yang menggunakan toko, bedak, kios dan los untuk 
berdagang yang wajib terlebih dahulu memiliki Surat Ijin 
Pemakaian Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Direksi 
sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah 
Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Pasar Daerah.  
Pedagang memiliki kewajiban dan larangan yang 
telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Bojonegoro No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar 
Daerah, juga dituangkan dalam Surat Ijin Pemakaian 
Tempat Usaha. Didalam perda tersebut Pasal 24 ayat (1) 
huruf c mengatakan bahwa para pedagang wajib 
memenuhi kewajiban atas pembayaran sesuai tarif 
pelayanan pasar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal 
tersebut diperjelas kembali didalam Surat Ijin Pemakaian 
Tempat Usaha Unit Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro, 
dimana dijelaskan bahwa “setiap pemegang ijin 
berkewajiban memenuhi pembayaran pungutan pasar 
tepat pada waktunya berdasarkan ketentuan yang berlaku, 
walaupun tempat usaha itu tutup”. Namun pada fakta 
empiris yang ada dilapangan berbeda, banyak pedagang 
toko/bedak/kios/los yang tidak menerapkan aturan 
tersebut. 
Banyaknya pedagang yang menempati toko, bedak, 
kios dan los tidak menjadikan meningkatnya pendapatan 
pelayanan retribusi pasar hal ini dikarenakan banyaknya 
pedagang yang berjualan dipasar namun tidak semua 
pedagang mau membayar pungutan retribusi pasar jika 
toko/bedak/kios/los meraka sedang tutup. Berdasarkan 
pengaturannya meskipun toko/bedak/kios/los tutup tetap 
harus membayar pungutan retribusi yang telah 
ditetapkan, sehingga misalkan toko/bedak/kios/los tutup 
selama dua hari, maka dihari keesokannya tetap akan 
dipungut retribusi pasar terhitung sejak dua hari dia tutup. 
Para pedagang menilai hal ini cukup merugikan, dimana 
tidak ada pendapatan yang masuk namun pungutan tetap 
berjalan. Sehingga banyak pedagang yang membangkang 
dan tidak mau membayar pungutan retribusi yang 
dikenakan. 
Aturan yang dibuat dimaksudkan agar para 
pedagang memanfaatkan fasilitas yang ada, sehingga 
dapat memaksimalkan guna pasar. Pasar Kota Kabupaten 
Bojonegoro masih dapat dilihat bahwa belum 
maksimalnya pengelolaan pasar diantaranya mengenai 
infrastruktur, sarana dan prasarana di pasar. Masih 
banyak para pedagang yang belum terealisasi juga 
banyaknya pedagang yang tidak diimbangi dengan lapak 
berjualan yang memadai sehingga tidak tertata rapi. 
Kebersihan juga belum terjamin dengan kondisi pasar 
yang bercecek dan berlumpur hampir disetiap lorongnya, 
toko bagi pedagang yang disediakan oleh pengelola juga 
belum memadai. Sedangkan retribusi pasar meningkat 
sebesar 4% setiap tahunnya.  
Munculnya indikasi kelemahan dan permasalahan 
dibidang pengelolaaan pasar yang dapat menyebabkan 
tidak optimalnya penerimaan atau pendapatan retibusi 
pasar. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bojonegoro 
melalui Dinas Perdagangan dituntut untuk dapat 
mengembangkan dan memberikan inovasi demi 
kemajuan pasar tradisional mengingat saat ini banyaknya 
pasar modern yang tengah ramai di Kabupaten 
Bojonegoro perlunya kebijakan pengelolaan retribusi 
daerah yang dipandang efektif untuk meningkatkan 
pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro. 
Kesadaran hukum masyarakat tidak selalu identik 
dengan kepatuhan hukum dan ketaatan hukum, sehingga 
kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tidak 
menjamin masyarakat tersebut akan menaati aturan yang 
ada. Merujuk pada permasalahan yang ada, peneliti 
bermaksud untuk melakukan penelitian terkait kesadaran 
hukum pedagang pasar berkaitan dengan pungutan 
retribusi pasar di Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro. 
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Kesadaran hukum timbul pada saat penerapan dari 
hukum positif, adanya ketidakcocokan antara masyarakat 
dengan aturan yang diterapkan sehingga timbulah 
kesadaran atau nilai-nilai tentang fungsi hukum yang 
diharapkan ada. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa 
indikator merupakan variabel atau indikasi yang dapat 
digunakan untuk menunjukkan karekteristik atau ukuran 
yang dapat menunjukkan suatu perubahan sehingga dapat 
mengetahui sejauh mana perubahan telah berkembang 
atau berubah, adapun indikator-indikator menurut 
Soerjono Soekanto yaitu pengetahuan hukum, 
pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. 
Selain dari keempat indikator tersebut kesadaran hukum 
juga berkaitan dengan budaya hukum yang ada didalam 
masyarakat dengan demikian kesadaran hukum lebih 
memprioritaskan kepada nilai-nilia yang berlaku dalam 
masyarakat, karena tidak semua masyarakat mau 
menerapkan aturan yang dinilai baik untuk dirinya. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka 
dapat dirumuskan masalah penelitan yaitu: bagaimana 
kesadaran hukum pedagang berkaitan dengan pungutan 
retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di Kabupaten Bojonegoro dan faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang 
pasar berkaitan dengan pungutan retribusi pasar guna 
menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 
Bojonegoro. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk 
menganalisis kesadaran hukum pedagang berkaitan 
dengan pungutan retribusi pasar guna menunjang 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum 
pedagang pasar berkaitan dengan pungutan retribusi 
pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kabupaten Bojonegoro. Diharapkan pula dengan adanya 
penelitian ini dapat memberikan manfaat tak hanya bagi 
pedagang namun juga bagi pengelola pasar termasuk 
Dinas Perdagangan agar dapat memberikan kontribusi 
dalam menangani pedagang yang enggan membayar 
retribusi dan hendaknya memberikan sosialisasi terkait 
pentingnya membayar retribusi pasar khususnya bagi 
pedagang toko, kios, los dan bedak agar dapat 




Dalam penulisan ini berdasarkan pada judul dan 
permasalahan diatas, maka jenis penelitian hukum 
empiris (sosiologis). Dengan tipe penelitian yang akan 
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan 
kuantitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya 
pada gejala-gelaja yang mempunyai karakteristik tertentu 
yang dinamakan variabel. Sasaran dari kajian pendekatan 
kuantitatif adalah gejala-gejala yang ada dalam 
kehidupan manusia tidak terbatas banyaknya dan tidak 
terbatas pula kemungkinan variasi dan tingkatannya, 
maka diperlukan pengetahuan statistik.  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pedagang pasar kota Kabupaten Bojonegoro. Jumlah  
populasi dalam penelitian ini adalah pedagang pasar yang 
menempati toko, kios, bedak dan los terdiri dari 208 toko 
dan kios, 960 bedak dan 100 los dengan jumlah 1268. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability 
sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel 
yang tidak memberi peluang/ kesempatan yang sama bagi 
setiap unsur populasi untuk menjadi sampel. Dengan 
teknik sampel menggunakan sampling purposive dimana 
teknik penentuan sampel dengan menggunakan 
pertimbangan tertentu, untuk jumlah sampel ditentukan 
kuota sebesar 10% dari keseluruhan pedagang, sehingga 
jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 127 
pedagang yang menjadi responden. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah: 1) Angket, angket merupakan teknik 
pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau 
membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat 
sebelumnya oleh peneliti kepada responden yang 
berkaitan dengan masalah tersebut (Mukti Fajar, 
2010:118). Pada penelitian ini peneliti menggunakan 
angket dengan sifat tertutup memiliki 
pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya dan sudah ada 
pilihan jawabannya. 2) Observasi, observasi atau 
pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 
peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara 
mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam 
waktu tertentu pula (Mukti Fajar, 2010:167). 3) 
Dokumentasi, untuk membantu menampilkan data yang 
berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 
Teknik analisis data digunakan untuk mendapatakan 
hasil dan kesimpulan dari data yang akan dianalisis. 
Sebelum data dianalisis, haruslah mengolah data yang 
telah terkumpul dan menentukan jumlah skor kriterium 





Selanjutnya untuk mendapatkan hasil presentase 







Skala pengukuran yang digunakan berbentuk skala 
Likert, dimana skala pengukuran ini digunakan untuk 
mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 
kelompok orang tentang fenomena sosial. Data yang 
telah dikelola kemudian dikualifikasikan berdasarkan 
kriteria penilaian sebagai berikut : 
Tabel 2 
Kriteria Penilaian 
No. Persentase yang diperoleh Kriteria Penilaian 
1. 0% - 20% Rendah 
2. 21% - 41% Kurang 
3. 42% - 62% Cukup 
4. 63% - 83% Tinggi 
5. 84% - 100% Sangat Tinggi 
Sumber : Diolah peneliti 
Jumlah Skor Kriterium = Skor Tertinggi x Banyaknya 
Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden 
Presentase = Jumlah Skor Hasil Pengumpulan 
Data 




Validitas data yang digunakan adalah Validitas 
konstruk (Construct Validity) merupakan konsep atau 
rekaan yang disusun menurut pandangan seseorang, 
seperti ketelitian, kreativitas, dan sebagainya. Dimana 
validitas konstruk lebih menekankan pada seberapa jauh 
instrumen yang disusun dalam mengukur konsep yang 
telah disusun oleh peneliti, atau seberapa jauhkah 
konstruk yang diwakili secara nyata dalam suatu 
instrumen. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Kabupaten Bojonegoro memiliki setidaknya 12 (dua 
belas) pasar tradisional yang saat ini dikelola oleh Dinas 
Perdagangan, terdapat pasar tradisional yang memiliki 
pengaruh terhadap sektor perekonomian Kabupaten 
Bojonegoro yaitu Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro 
dimana pasar tradisional ini termasuk dalam pasar kelas I 
dengan pendapatan lebih dari Rp 250 juta pertahunnya. 
Hasil penelitian menunjukkan karakteristik 
responden di Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro 
berdasarkan usia sebagai berikut : 
Tabel 3 




1.  ≤ 25 Tahun 33 25,98 
2. 26-35 Tahun 18 14,17 
3. 36-45 Tahun 38 29,92 
4. 46-55 Tahun 30 23,62 
5. ≥ 56 Tahun 8 6,3 
Total 127 100 
Sumber : Diolah peneliti 
Sebanyak 33 pedagang (25,98%) berusia kurang dari 
25 tahun, 18 pedagang (14,17%) berusia 26-35 tahun, 38 
pedagang (29,92%) berusia 36-45 tahun, 30 pedagang 
(23,62%) berusia 46-55 tahun, dan 8 pedagang (6,3%) 
berusia lebih dari 56 tahun. Dari 127 responden yang 
dipilih pedagang dengan usia 36-45 tahun lebih tinggi 
daripada yang usia yang lainnya. Selanjutnya berdasarkan 
jenis lapak yang ditempati sebagai berikut : 
Tabel 4 




Objek Peneitian  
∑ % 
1. Toko 85 66,93 
2. Kios 8 6,3 
3. Los 20 15,75 
4. Bedak 14 11,02 
Total 127 100 
Sumber : Diolah peneliti 
Sebanyak 85 toko (66,93%), 8 kios (6,3%), 20 los 
(15,75%), dan 14 bedak (11,02%). Kemudian berdasarkan 
pendidikan terakhir sebagai berikut : 
Tabel 5 




Objek Peneitian  
∑ % 
1. Tidak Sekolah 4 3,15 
2. SD 14 11,02 
3. SMP 26 20,47 
4. SMA/ SLTA 77 60,63 
5. S1 6 4,72 
Total 127 100 
Sumber : Diolah peneliti 
Mayoritas pendidikan terakhir adalah SMA dengan 
angka 77 pedagang (60,63%) dan sisanya 4 pedagang 
tidak sekolah (3,15%), 14 pedagang dengan pendidikan 
terakhir SD (11,02%), 26 pedagang dengan pendidikan 
terakhir SMP (20,47%), dan 6 pedagang dengan 
pendidikan terakhir S1 (4,72%).  
Kesadaran hukum memiliki empat indikator 
diantaranya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, 
sikap hukum dan perilaku hukum responden mengenai 
retribusi pasar. 
Tabel 6 
Kesadaran Hukum Pedagang Berkaitan Dengan 




















2317 60,81% Cukup 




2419 63,49% Cukup 
Sumber : Diolah peneliti 
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa 
kesadaran hukum pedagang pasar berkaitan dengan 
retribusi pasar guna menunjang PAD dapat dikatakan 
cukup. Dari jumlah pengumpulan data dari tiap indikator 
maka dibuatlah kategori secara kontinum, dimana 
berdasarkan data yang didapat keempat indikator 
menempati kategori netral atau ragu-ragu, berdasarkan 













Kesadaran hukum pedagang berkaitan dengan 
pungutan retribusi pasar guna menunjang 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 
Bojonegoro 
Paham kesadaran hukum berkisar pada diri 
warga-warga masyarakat yang umumnya merupakan 
suatu faktor yang dapat menentukan sahnya hukum. 
Masalah kesadaran hukum timbul didalam proses 
penerapannya hukum positif kepada masyarakat, adanya 
ketidakcocokan antara ketidaksesuaian masyarakat 
terhadap hukum tersebut. Sehingga kesadaran hukum 
merupakan suatu hakikat yang merupakan basis aktivitas 
sosial agar hukum yang dihasilkan ditaati dalam 
kehidupan sehari-hari dan menjadi acuan perilaku oleh 
warga masyarakat. 
Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 
indikator-indikator kesadaran hukum yang merupakan 
petunjuk yang relatif nyata tentang kesadaran hukum, 
diantaranya : pengetahuan hukum, pemahaman hukum, 
sikap hukum dan perilaku hukum.  
a. Pengetahuan Hukum 
Pengetahuan pada dasarnya adalah apapun yang kita 
ketahui tentang suatu objek tertentu, disamping agama 
dan seni. Dengan kata lain pengetahuan adalah sumber 
jawaban bagi berbagai pertanyaan yang ada dalam 
berkehidupan untuk jawaban yang benar. Pengetahuan 
hukum adalah suatu pengetahuan tentang hukum dimana 
hukum merupakan objek penelitian itu sendiri. 
Masyarakat umumnya mengetahui pengetahuan hukum 
meskipun pengetahuan tersebut berbeda-beda, juga tidak 
semua orang mampu menyerap pengetahuan tersebut 
dengan benar.  Sehingga adanya perbedaan perlakuan 
tiap individu satu dengan yang lain terhadap hukum atau 
aturan yang telah dibuat. 
Sebanyak 6 pernyataan yang diajukan peneliti 
kepada responden mengenai pengetahuan hukum terkait 
retribusi dan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada 
indikator ini skor pengumpulan data sebanyak 2.272 
maka dikategorikan netral. Sebanyak 15,75% responden 
sangat mengetahui pengetahuan hukum tentang retribusi 
pasar namun tidak dengan aturannya, kebanyakan dari 
mereka tidak mengetahui aturan terkait namun melalui 
informasi mulut kemulut. Disisi lain terkait pengetahuan 
hukum tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 
57,48% responden tidak mengetahui hal tersebut. Dari 
hasil perhitungan jumlah persentase didapatkan hasil 
59,63% dari 100% hasil yang diinginkan, angka ini masih 
terbilang cukup jauh dalam pengukuran penilaian 
termasuk dalam kriteria penilaian cukup. Kurangnya 
pengetahuan hukum pedagang terhadap retribusi pasar 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan 
masih belum memenuhi salah satu indikator tinggi 
rendahnya kesadaran hukum masyarakat.  
b. Pemahaman Hukum 
Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum, 
berdasarakan hasil yang diperoleh peneliti sebanyak 
68,5% responden memahami bahwa pungutan retribusi 
merupakan hal yang wajib dibayarkan bagi para 
pedagang, namun sebanyak 31,5% responden memilih 
tidak paham terkait pemahaman bahwa kemandirian 
suatu daerah ditentukan oleh sektor PAD termasuk 
membayar retribusi pasar.  
Jumlah persentase pemahaman hukum sebanyak 
60,81% hal ini meningkat sebanyak 1,18% dari 
pengetahuan hukum, dengan jumlah skor pengumpulan 
data 2.317 dan masuk dalam kategori netral. Dalam 
pengukuran kriteria penilaian termasuk dalam kriteria 
penilaian cukup.  
c. Sikap Hukum 
Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, dimana 
seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan 
penilaian tertentu terhadap hukum. Berdasarkan hasil 
penelitian yang diperoleh sebanyak 44,88% responden 
mengatakan tidak setuju apabila diwajibkan membayar 
retribusi pasar meskipun tempat usaha tutup. Hal ini 
diperkuat dengan hasil penelitian sikap hukum 
selanjutnya yang menyatakan sebanyak 44,88% 
responden setuju dan 11,02% responden sangat setuju 
apabila ketaatan pedagang dipengaruhi oleh hasil 
pendapatan.  
Pada indikator sikap hukum ini, sebanyak 127 
responden yang menjawab dengan jumlah total skor 
pengumpulan data sebanyak 2.311 yang terletak pada 
daerah netral. Jumlah persentase yang didapatkan 
sebanyak 60,65% termasuk dalam daerah netral namun 
berdasarkan kriteria penilaian termasuk dalam kategori 
cukup. 
d. Perilaku Hukum 
Indikator keempat adalah perilaku hukum, 
berdasarkan hasil penelitian sebanyak 54,33% responden 
mengatakan ketaatan pedagang dalam membayar 
retribusi pasar meskipun tempat usaha tutup. Pada 
perilaku selanjutnya sebanyak 41,73% responden 
memilih ragu-ragu dalam kesukarelaan menerima aturan 
Pasal 24 Ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten 
Bojonegoro No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar 
Daerah yang diperinci dalam Surat Ijin Pemakaian 
Tempat Usaha mengenai kewajiban membayar retribusi 
pasar meski tempat usaha tutup kecuali lesehan. 
Berdasarkan jumlah persentase perilaku hukum 
diperoleh dari 127 reponden sebanyak 63,49%, angka 
persentase ini terletak di daerah netral, berdasarkan 
kriteria penilaian termasuk dalam kategori cukup. 
Sehingga hal ini dapat mempengaruhi penerapan hukum 
dalam masyarakat khususnya bagi para pedagang, juga 
nantinya akan mempengaruhi pemasukan daerah yang 
juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Bojonegoro. 
  
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum 
pedagang berkaitan dengan pungutan retribusi pasar 
guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 
Kabupaten Bojonegoro 
Selain dari indikator kesadaran hukum, penelitian 
kesadaran hukum juga terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi kesadaran hukum seseorang. Faktor yang 
mempengaruhi pertama adalah usia, dimana berdasarkan 
hasil penelitian didapati objek penelitian dengan usia 
rentan 36 sampai dengan 45 tahun paling mendominasi 
yaitu sebanyak 38 pedagang dan diikuti dengan usia 
kurang dari 25 tahun sebanyak 33 pedagang. Berdasarkan 
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hasil penelitian bahwa usia kurang dari 25 tahun memiliki 
tingkat kesadaran hukum yang baik dari rentan usia yang 
lain. Perbedaaan usia juga mempengaruhi penyerapan 
aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan tentunya, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan usia 
mempunyai pengaruh. 
Faktor yang kedua adalah pendidikan, bahwa 
tingkat pendidikan terakhir paling dominan adalah SMA/ 
SLTA yaitu sebanyak 77 pedagang. Juga sebanyak 6 
pedagang dengan pendidikan terakhir S1, namun masih 
terdapatnya pedagang yang tidak mendapatkan 
pendidikan atau tidak bersekolah sebanyak 4 pedagang. 
Berdasarkan hasil penelitian objek penelitian dengan 
pendidikan terakhir S1 memiliki tingkat kesadaran yang 
baik dibandingkan dengan yang lain. 
Aturan tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Bojonegoro No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan 
Retribusi Pasar dan dijelaskan dalam Surat Ijin 
Pemakaian Tempat Usaha mengenai kewajiban bagi 
pedagang membayar retribusi pasar meskipun tempat 
usaha tutup dimaksudkan agar pedagang lebih 
mengoptimalkan atau memaksimalkan fasilitas pasar 
sehingga tercipta pendapatan daerah yang dapat 
membantu menunjang kemandirian suatu daerah. Namun 
kurangnya pemahaman kesadaran hukum pedagang 
menganggap hal tersebut justru merugikan pedagang. Hal 
ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat studinya, 
semakin tinggi pula kecenderungannya tentang retribusi 
pasar. 
Faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi atau 
pendapatan, hasil penelitian yang telah dilakukan 
menunjukkan bahwa sebanyak 14 responden atau sekitar 
11,02% mengatakan sangat setuju bahwa ketaatan 
pedagang dalam membayar retribusi pasar dipengaruhi 
oleh hasil pendapatan juga sebanyak 57 responden 
mengatakan setuju terkait hal tersebut. Hal ini 
membuktikan bahwa sebanyak 14 responden yang 
mengatakan sangat setuju memiliki ketergantungan 
terhadap pendapatan yang diperoleh sehingga dalam 
pemenuhan kewajiban dipengaruhi oleh hasil pendapatan.   
Kesadaran masyarakat terhadap hukum tidak 
sepenuhnya dipengaruhi oleh karakteristik objek 
penelitian, hal tersebut tergantung dari motivasi yang 
muncul dari tiap individu atau pedagang. Selain dari objek 
penelitian juga dipengaruhi oleh tekanan dari luar yang 
memaksakan objek penelitian untuk patuh dan tunduk 





Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan 
sebelumnya, sehingga peneliti menarik kesimpulan 
mengenai kesadaran hukum pedagang pasar berkaitan 
dengan retribusi psaar guna menunjang pendapatan asli 
daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut : 
1. Kesadaran hukum pedagang dalam membayar 
retribusi daerah guna menunjang Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) berdasarkan perhitungan skala Likert 
pada tingkatan netral, dimana persentase dari keempat 
indikator dengan pencapaian rata-rata 61,15% dengan 
kriteria penilaian cukup. Hal ini cukup lambat dalam 
kontribusi pemasukan daerah, dimana pedagang 
kurang sadar akan pentingnya hukum dan ketaatan 
membayar retribusi pasar guna menyumbang 
pendapatan daerah, mengingat pasar kota Kabupaten 
Bojonegoro sangat berpotensi didalamnya. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum 
pedagang dalam membayar retribusi pasar guna 
menunjang pendapatan asli daerah (PAD) adalah 
faktor usia, faktor pendidikan dan faktor ekonomi 
atau pendapatan. 
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang 
diperlukan  yaitu: 
1. Pengelola pasar dan Dinas Perdagangan hendaknya 
memberikan sosialisasi terkait pentingnya membayar 
retribusi pasar khususnya bagi pedagang toko, kios, 
los dan bedak, dimana aturan yang diterapkankan 
dimaksudkan agar para pedagang mampu 
mengoptimalkan fungsi pasar guna menunjang PAD 
Kabupaten Bojonegoro. 
2. Pedagang diharapkan lebih mengerti dan memahami 
terkait aturan yang ada agar pedagang taat membayar 
retribusi pasar meskipun tempat usaha tutup guna 
menunjang PAD Kabupaten Bojonegoro yang 
nantinya akan direalisasikan kembali baik berupa 
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